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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam tahap penyidikan di Polres Mandailing Natal telah dilaksanakan melalui rangkaian tindakan penyidikan yang bersifat formil dan materiil. Implementasi tersebut dimulai dari penerimaan laporan polisi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, permintaan visum et repertum, penyitaan barang bukti kendaraan, pemenuhan hak tersangka melalui pendampingan penasihat hukum, hingga penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik tidak hanya membuktikan adanya kecelakaan lalu lintas dan akibat meninggalnya korban, tetapi juga membuktikan unsur kelalaian pengemudi sebagai dasar penerapan Pasal 310 ayat (4). Dengan demikian, implementasi pasal tersebut di Polres Mandailing Natal telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum acara pidana dan diarahkan untuk membangun pembuktian yang sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia meliputi kesulitan memperoleh kronologi kejadian secara utuh, perbedaan keterangan antar saksi, keterbatasan saksi yang melihat langsung peristiwa, tidak tersedianya rekaman CCTV, pembuktian unsur kelalaian, kebutuhan memperoleh visum et repertum, pengamanan barang bukti, serta tekanan sosial dari pihak keluarga korban maupun tersangka yang menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pendalaman keterangan saksi, mencocokkan keterangan saksi dengan kondisi tempat kejadian perkara dan barang bukti, meminta visum kepada rumah sakit, mengamankan serta menyita barang bukti sesuai prosedur, melakukan koordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan, serta menjelaskan kepada para pihak bahwa perdamaian tidak serta-merta menghentikan proses pidana apabila unsur Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi.
3. Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal dapat dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari terpenuhinya tahapan penyidikan, kelengkapan alat bukti, adanya pemeriksaan saksi dan tersangka, penggunaan visum et repertum sebagai bukti medis, penyitaan barang bukti secara sah, pemenuhan hak tersangka melalui penasihat hukum, serta koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Namun, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan karena penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tetap menghadapi kendala teknis, terutama dalam pembuktian kelalaian dan rekonstruksi kronologi kecelakaan apabila bukti visual tidak tersedia. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan sangat bergantung pada ketelitian penyidik, kelengkapan administrasi perkara, kualitas koordinasi antar lembaga, serta kemampuan teknis penyidik dalam menganalisis kecelakaan lalu lintas.
B. Saran

1. Kepada penyidik Polres Mandailing Natal, disarankan agar pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terus dilakukan secara teliti, objektif, dan berbasis bukti. Penyidik perlu memperkuat dokumentasi tempat kejadian perkara, memperdalam pemeriksaan saksi, serta memastikan setiap tindakan penyidikan seperti permintaan visum, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana. Hal ini penting agar penerapan Pasal 310 ayat (4) tidak hanya berdasarkan akibat meninggalnya korban, tetapi benar-benar didukung oleh pembuktian unsur kelalaian pengemudi.
2. Kepada Polres Mandailing Natal, disarankan agar meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyidikan kecelakaan lalu lintas, seperti alat dokumentasi tempat kejadian perkara, alat ukur, fasilitas penyimpanan barang bukti, serta pelatihan teknis analisis kecelakaan lalu lintas bagi penyidik Unit Laka Lantas. Peningkatan kapasitas penyidik sangat diperlukan agar penyidik mampu membaca kondisi tempat kejadian perkara, menganalisis hubungan sebab-akibat, menilai kesesuaian keterangan saksi, dan menyusun berkas perkara secara lebih kuat serta cepat.
3. Kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, disarankan agar lebih berhati-hati, tertib, dan mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara. Kesadaran berlalu lintas perlu ditingkatkan karena kelalaian kecil di jalan raya dapat menimbulkan akibat hukum yang berat, termasuk pertanggungjawaban pidana apabila menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain itu, keluarga korban maupun pihak tersangka perlu memahami bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tidak selalu menghapus proses pidana, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
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